Menimbang

Mengingat

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR /0 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang

proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu
melakukan penataan kembali terhadap susunan Perangkat
Daerah;

bahwa penataan kembali terhadap susunan Perangkat Daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a telah dilakukan
sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan pemetaan urusan
pemerintahan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang...




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801});
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam . ..




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD
adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Batang Hari.

11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Hari.

12. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabuapten Batang Hari.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus

memperhatikan asas:

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

a.
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

o

f. tata kerja yang jelas; dan
fleksibilitas.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat . . .




Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat DPRD dengan
Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari
serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah,;

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten, terdiri d ari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Kesehatan;

3. Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Sosial;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

S. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Pemuda dan Olahraga;

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B
menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

11.Dinas . ..




11,

12,

13.

4.

15.

16.

1%,

18.

19,

20.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan

bidang Statistik;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian sub urusan Tanaman

Pangan dan sub urusan Hortikultura, dan bidang Perikanan,;

Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan

Peternakan;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang

Pertanahan.

Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten,
terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan,

Riset dan Inovasi Daerah;

. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang Keuangan;

3.Badan . ..




3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan
Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan  bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi B melaksanakan

fungsi urusan Penanggulangan Bencana; dan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan

Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan, terdiri dari :

Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A;
Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;

Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan

e N DR R

Kecamatan Pemayung dengan Tipe A

Pasal 4

(1) Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur
dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibentuk Kelurahan

sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 5
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah
Induknya.

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1} Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD dinas Daerah di
bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah.

(2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan

Pendidikan formal dan non formal.

Basal 7 . . .




Pasal 7

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas Daerah di
bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta Pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional,

yang memberikan layanan secara professional.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah
Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

serta bidang kepegawaian.

Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Perangkat Daerah, UPTD dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 9
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai
Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati

sesuai keahliannya.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dibentuk 1 (satu)

Subbagian tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BABV
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10

Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi

persyaratan kompetensi:

a. teknis;

b.manajerial . . ..




b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(2) Pengisian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah dan UPTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pengisian Perangkat Daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 13

Terhadap pelaksanaan keuangan Tahun Anggaran 2022, Perangkat Daerah tetap mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten, sedangkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya harus menyesuaikan dengan

Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1} Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 13);

b.Peraturan .....




b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor
11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 2022

——z BUPATI BATANG HARI,

MU MAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2022
SE ARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

MUHAMAD AZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR:

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
PROVINSI JAMBI: (10 ),(52)/ 2022;

e ————
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan
dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta

pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdaya guna dan
berhasil guna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat
daerah dan sekretariat DPRD, wunsur pelaksana urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana
fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan
daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi
dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadah;i dalam lembaga
lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan
daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas
urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud,
pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat

terpenuhi secara optimal.




Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks
pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur
manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan
penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan
pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi

urusan pemerintahannya.

Pertimbangan perubahan Peraturan Daerah ini, untuk percepatan Visi dan

Misi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 - 2026, untuk mewujudkan “Batang

Hari TANGGUH (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan
Harmonis)”, yaitu:

a. terdepan dalam penguatan ketahanan ekonomi berbasis daya saing pertanian

dan agro wisata untuk peningkatan Kkesejahteraan masyarakat yang

berkelanjutan;

b. memperkuat akhlakul karimah, sinergitas umara’ dan ulama, semangat gotong
royong dan kemandirian masyarakat sebagai agen perubahan dalam

mempercepat pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis;

c. menciptakan ruang kota yang nyaman dan aman, serta menjamin tumbuhnya

ruang berusaha dan iklim investasi yang sehat;
d. mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif;

e. mengembangkan budaya birokrasi yang harmonis serta sinergitas pembangunan

daerah dan desa.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan
Pemerintahan dan  Potensi Daerah“ adalah
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau
volume beban tugas untuk mendukung dan
menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan
vang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan
berdasarkan karakteristik potensi daerah.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya
guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna
dan berdaya guna.

Huruf d

Huruf

Huruf

Huruf

Pasal 3

Huruf

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis
tugas” adalah penentuan jumlah dan susunan
Perangkat Daerah membagi habis tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat
Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi
yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat
Daerah.

(&3

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali”
adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat
Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat

Daerah didasarkan pada kemampuan
pengendalian unit kerja bawahan.
i

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang
jelas” adalah penentuan jumlah dan susunan
Perangkat Daerah mempunyai hubungan Kkerja
yang jelas, baikvertikal maupun horizontal.

g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
memberikan ruang untuk menampung tugas dan
fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang- undangan setelah Peraturan Daerah
ini ditetapkan.

a

Sekretariat Daerah Tipe A adalah untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah
dengan beban kerja yang besar.
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Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe B adalah untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD
dengan beban kerja yang sedang.

Huruf ¢

Inspektorat Tipe A adalah untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi inspektorat daerah dengan
beban kerja yang besar.

Huruf d

Dinas Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan
beban kerja yang besar, Dinas Daerah Tipe B
adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
urusan pemerintahan dengan beban kerja yang
Sedang dan Dinas Daerah Tipe C adalah untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi urusan
pemerintahan dengan beban kerja yang Kecil.

Huruf e

Badan Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi urusan penunjang
pemerintahan dengan beban kerja yang besar,
Badan Daerah Tipe B adalah wuntuk mewadahi
pelaksanaan fungsi urusan penunjang
pemerintahan dengan beban kerja yang sedang,
Badan Daerah Tipe C adalah untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi urusan penunjang
pemerintahan dengan beban kerja yang Kecil

Huruf f

Kecamatan tipe A adalah untuk mewadahi
pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja
yang besar, Kecamatan tipe B adalah untuk
mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan
beban kerja yang Kecil.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional“ adalah kegiatan

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang
tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pembentukan UPTD yang baru”
adalah UPTD yang dibentuk dengan peraturan bupati
berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukupjelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR )




